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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia Curruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa angka 

penindakan korupsi pada semester I tahun 2018 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Pada semester I ini penegak 

hukum telah melakukan penindakan sebanyak 139 kasus dengan 351 orang telah 

ditetapkan sebagai tersangka. Dimana pada tahun 2017 dengan semester yang sama 

penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sebanyak 266 kasus dengan 587 

orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kerugian yang ditanggung oleh negara 

akibat kasus korupsi pada semester I tahun 2018 sejumlahr Rp 1,09 triliun dan nilai 

suap sejumlah Rp 42,1 miliar. Berdasarkan pemilahan yang telah dilakukan oleh 

ICW modus yang dilakukan adalah penyalahgunaan korupsi, mark up, tindakan 

suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, dan penyalahgunaan wewenang 

(Kompas, 2018). 

Menurut Adinda dan Ikhsan (2015) kecurangan adalah tindakan yang secara 

sengaja dilakukan oleh individu atau sekelompok orang guna memperoleh 

keuntungan akan yang memberikan dampak pada laporan keuangan maupun kinerja 

dari organisasi serta dapat mengakibatkan kerugian. Aksi korupsi pada pemerintah 

terlihat dengan adanya penyuapan, penggelapan barang publik untuk kepentingan 

pribadi memakzulkan perlindungan, , sampai dengan pencurian uang. 
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Kecurangan merupakan suatu kejahatan yang mencakup suatu kelihaian 

dari seseorang untuk mengambil keuntungan dari pihak lain melalui gambaran yang 

salah (Mulia, 2017). Terdapat dua jenis kejahatan, yaitu : 

1) Kecurangan sebagai suatu kejahatan. Kecurangan meliputi 

kemahiran individu dalam mengambil margin melalui gambaran yang salah. 

2) Kecurangan sebagai suatu kesalahan. Kecurangan merupakan 

aktivitas yang dilakukan secara sengaja dalam memberikan laporan tentang 

keaslian material yang salah, tindakan ini dilakukan agar orang 

berkepntingan salah dalam mengambil keputusan, karena menganggap 

fakta-fakta tersebut benar. 

Kecurangan ㅤbiasanya ㅤdipicu ㅤkarena ㅤkeinginan ㅤuntuk ㅤmenyajikan ㅤlaporan 

ㅤkeuangan ㅤdalam ㅤkeadaan ㅤsurplus. ㅤDalam ㅤinstansi ㅤkerap kali dijumpai ㅤkasus 

ㅤpenyalhagunaan ㅤaset ㅤoleh ㅤoknum-oknum ㅤtertentu ㅤdimana ㅤtindakan ㅤiniㅤdilakukan 

ㅤuntuk ㅤkepentingan ㅤpribadi ㅤmaupun ㅤsekelompok ㅤorang. 

 ㅤ Pada ㅤsektor ㅤpublik ㅤlaporan ㅤkeuangan  merupakan ㅤalat ㅤkomunikasi ㅤdengan 

ㅤmasyarakat ㅤmengenai ㅤkinerja ㅤdari ㅤentitas ㅤpublik sebagai ㅤwujud ㅤtanggung ㅤjawab 

ㅤyang ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤtransparan ㅤkepada ㅤpublik ㅤ. ㅤOleh ㅤkarenanya ㅤlaporan 

ㅤkeuangan ㅤharus ㅤdisusun ㅤoleh ㅤpegawai ㅤyang ㅤkompeten ㅤdi ㅤbidang ㅤakuntansi 

ㅤkeuangan ㅤdaerah ㅤdan ㅤsistem ㅤakuntansi ㅤserta ㅤberperilaku ㅤjujur ㅤagar ㅤterhindar ㅤdari 

ㅤtindakan ㅤsalah ㅤpencatatan ㅤatau ㅤkecurangan ㅤakuntansi. ㅤPemerintah ㅤsebagai ㅤpihak 

ㅤyang ㅤdiberikan ㅤkepercayaan ㅤdari ㅤmasyarakat ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤkewajibannya 

ㅤsecara ㅤefektif ㅤdan ㅤefisien. ㅤNamum ㅤfaktanya ㅤmasih ㅤbanyak ㅤditemui ㅤkasus 

ㅤkecurangan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤoknum-oknum ㅤyang ㅤtidak ㅤbertanggung ㅤjawab 
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ㅤdi ㅤdalam ㅤpemerintahan ㅤyang ㅤsecara ㅤlangsung ㅤmenyebabkan ㅤkerugian ㅤpada 

ㅤnegara. ㅤFraud ㅤdalam ㅤinstansi ㅤpemerintah ㅤdisebabkan ㅤkarena ㅤorganisasi ㅤtersebut 

ㅤmemiliki ㅤstruktur ㅤyang ㅤcukup ㅤkompleks, ㅤsistem ㅤbirokrasi ㅤyang ㅤberbelit-belit, 

ㅤintegritas ㅤlingkungan ㅤkerja ㅤyang ㅤrendah, ㅤkontrol ㅤyang ㅤtidak ㅤefektif, ㅤserta ㅤadanya 

ㅤtekanan ㅤyang ㅤtinggi. 

Setiap ㅤindividu ㅤpelaku ㅤkecurang ㅤmemiliki ㅤmotivasi ㅤyang ㅤberaneka ㅤragam. 

ㅤTeori ㅤyang ㅤmenjelaskan ㅤmotivasi ㅤseseorang ㅤmelakukan ㅤkecurangan ㅤadalah ㅤteori 

ㅤFraud ㅤTriangle ㅤyang ㅤdikembangkan ㅤoleh ㅤCressy ㅤ(1953) ㅤdalam ㅤTuanakotta 

ㅤ(2014) ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤfraud ㅤdisebabkan ㅤoleh ㅤtiga ㅤfaktor ㅤyaitu ㅤtekanan 

ㅤ(pressure), ㅤkesempatan ㅤ(opportunity) ㅤdan ㅤpembenaran ㅤ(rationalization). 

Tekanan ㅤ(pressure) ㅤmerupakan ㅤmotivasi ㅤyang ㅤberasal ㅤdari ㅤindividu ㅤuntuk 

ㅤbertindak ㅤcurang ㅤyang ㅤdisebabkan ㅤkarena ㅤadanya ㅤtekanan ㅤbaik ㅤtekanan 

ㅤkeuangan ㅤmaupun ㅤnon ㅤkeuangan. ㅤDalam ㅤlingkup ㅤentitas ㅤsalah ㅤsatu ㅤpenyebab 

ㅤterjadinya ㅤkecurangan ㅤyang ㅤterjadi ㅤdikalangan ㅤpegawai ㅤnegeri ㅤsipil ㅤ(PNS) ㅤdipicu 

ㅤoleh ㅤkompensasi ㅤyang ㅤditerima ㅤtidak ㅤsesuai ㅤsehingga ㅤmenimbulkan 

ㅤketidakpuasan ㅤkarena ㅤkompensasi ㅤyang ㅤtidak ㅤmemadai. ㅤJika ㅤhal ㅤini ㅤterjadi ㅤmaka 

ㅤpegawai ㅤakan ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤkecurangan ㅤagar ㅤdirinya ㅤmerasa ㅤpuas. 

ㅤSehingga ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤtekanan ㅤatau ㅤpressure ㅤdikaitkan ㅤdengan ㅤkeadilan 

ㅤdistributif ㅤdan ㅤkeadilan ㅤprosedural. 

Moorhead ㅤdan ㅤGrifin ㅤ(2013) ㅤmengartikan ㅤkeadilan ㅤdistributif ㅤsebagai 

ㅤpersepsi ㅤorang-orang ㅤterhadap ㅤkeadilan ㅤmengenai ㅤpenghargaan ㅤdan ㅤhasil ㅤyang 

ㅤbernilai ㅤlainnya ㅤdidistribusikan. ㅤKeadilan ㅤdistributif ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤgaji ㅤatau 

ㅤkompenasi ㅤatas ㅤpekerjaannya. ㅤJika ㅤpegawai ㅤtidak ㅤmerasakan ㅤadanya ㅤkeadilan 
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ㅤdalam ㅤpenentuan ㅤgaji ㅤatau ㅤkompensasi ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤmaka ㅤakan ㅤmelakukan 

ㅤsesuatu ㅤcara ㅤagar ㅤdirinya ㅤpuas, ㅤseperti ㅤmelakukan ㅤkecurangan. 

Keadilan ㅤprosedural ㅤberhubungan ㅤdengan ㅤprosedur-prosedur ㅤdalam 

ㅤpemberian ㅤkompensasi. ㅤIvancevich ㅤ(2007) ㅤmendefinisikan ㅤkeadilan ㅤprosedural 

ㅤsebagai ㅤpertimbangan ㅤmengenai ㅤprosedur ㅤyang ㅤdigunakan ㅤdalam ㅤmembuat 

ㅤkeputusan ㅤalokasi ㅤdan ㅤsumberdaya. ㅤPemberian ㅤkompensasi ㅤyang ㅤsesuai ㅤdengan 

ㅤprosedur ㅤyang ㅤditetapkan ㅤmaka ㅤakan ㅤmeberikan ㅤkeadilan ㅤbagi ㅤpara ㅤpegawai 

ㅤsehingga ㅤakan ㅤmengurangi ㅤtindakan ㅤkecurangan ㅤyang ㅤterjadi ㅤdalam ㅤperusahaan 

ㅤtersebut. 

Kesempatan ㅤ(opportunity) ㅤmerupakan ㅤsuatu ㅤkondisi ㅤyang ㅤdapat 

ㅤmenimbulkan ㅤpeluang ㅤterjadinya ㅤkecurangan ㅤ(fraud) ㅤyang ㅤdisebabkan ㅤkarena 

ㅤinternal ㅤkontrol ㅤorganisasi ㅤyang ㅤlemah, ㅤkurangnya ㅤpengawasan, ㅤdan 

ㅤpenyalahgunaan ㅤwewenang. ㅤKondisi ㅤini ㅤdapat ㅤdikendalikan ㅤoleh ㅤperusahaan 

ㅤsendiri, ㅤfaktor ㅤyang ㅤmenyebabkan ㅤmunculnya ㅤkondisi ㅤini ㅤdilingkungan 

ㅤpemerintahan ㅤdiantaranya, ㅤsistem ㅤpengendalian ㅤinternal, ㅤpenegakan ㅤperaturan 

ㅤdan ㅤasimetri ㅤinformasi. 

Menurut ㅤWilopo ㅤ(2006) ㅤadanya ㅤsistem ㅤpengendalian ㅤinternal ㅤdalam 

ㅤorganisasi ㅤsangat ㅤpenting ㅤuntuk ㅤmemberikan ㅤperlindungan ㅤbagi ㅤserta ㅤuntuk 

ㅤmengurangi ㅤkemungkinan ㅤadanya ㅤkesalahan ㅤdan ㅤtindakan ㅤyang ㅤtidak ㅤsesuai 

ㅤdengan ㅤperaturan. ㅤSistem ㅤpengendalian ㅤinternal ㅤsangatlah ㅤpenting ㅤdalam ㅤsuatu 

ㅤinstansi. ㅤDalam ㅤmengendalikan ㅤorganisasi ㅤagar ㅤberjalan ㅤsecara ㅤefektif ㅤdan 

ㅤefisien ㅤperlu ㅤadanya ㅤsuatu ㅤaturan ㅤdan ㅤharus ㅤdipatuhi ㅤoleh ㅤpara ㅤpegawai. 



5 
 

 

Kecurangan ㅤterjadi ㅤketika ㅤadanya ㅤkesempatan ㅤdimana ㅤseseorang ㅤmemiliki 

ㅤakses ㅤterhadap ㅤaset ㅤatau ㅤmemiliki ㅤwewenang ㅤuntuk ㅤmengatur ㅤprosedur 

ㅤpengendalian ㅤyang ㅤmemperkenankan ㅤuntuk ㅤdilakukannya ㅤskema ㅤkecurangan. 

ㅤJabatan, ㅤtanggung ㅤjawab, ㅤmaupun ㅤotorisasi ㅤmemberikan ㅤpeluang ㅤuntuk 

ㅤterjadinya ㅤkecurangan ㅤ(Suprajadi, ㅤ2009). ㅤOleh ㅤkarenanya ㅤuntuk ㅤmeminimalkan 

ㅤpeluang ㅤindividu ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤkecurangan ㅤperlu ㅤadanya 

ㅤpengendalian ㅤinternal. 

Penegakan ㅤperaturan ㅤmerupakan ㅤproses ㅤyang ㅤdilakukan ㅤuntuk 

ㅤmenegakkan ㅤnorma ㅤhukum ㅤsecara ㅤnyata ㅤsebagai ㅤpedoman ㅤdalam ㅤkehidupan 

ㅤbernegara ㅤdan ㅤbermasyarakat ㅤ(Asshidiqie, 2009). ㅤOleh ㅤkarenanya ㅤpenegakan 

ㅤperaturan ㅤbertujuan ㅤuntuk ㅤmencegah ㅤadanya ㅤperilaku ㅤyang ㅤtidak ㅤsesuai ㅤdengan 

ㅤaturan ㅤmisalnya ㅤtindak ㅤkecurangan. ㅤDengan ㅤpenegakan ㅤperaturan ㅤyang ㅤbaik 

ㅤdiharapkan ㅤakan ㅤmeminimalkan ㅤterjadinya ㅤtindak ㅤkecurangan. 

Asimetri ㅤinformasi ㅤadalah ㅤkeadaan ㅤdimana ㅤtidak ㅤseimbangnya ㅤinformasi 

ㅤantara ㅤpihak ㅤdalam ㅤorganisasi ㅤdengan ㅤpihak ㅤluar ㅤorganisasi. ㅤAsimetri ㅤinformasi 

ㅤakan ㅤmemberikan ㅤpeluang ㅤbagi ㅤpegawai ㅤuntuk ㅤmemberikan ㅤinformasi ㅤyang 

ㅤtidak ㅤsesuai ㅤterutama ㅤyang ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤkinerja ㅤpegawai. ㅤSehingga ㅤjika 

ㅤterjadi ㅤketidakselarsan ㅤinformasi ㅤmaka ㅤakan ㅤmemunculkan ㅤpeluang ㅤuntuk 

ㅤmelakukan ㅤkecurangan. 

Selain ㅤitu ㅤjuga ㅤdipengaruhi ㅤoleh ㅤpembenaran ㅤ(rationalization). 

ㅤPembenaran ㅤ(rationalization) ㅤmerupakan ㅤpemikiran ㅤyang ㅤmenganggap ㅤbahwa 

ㅤtindakan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤmerupakan ㅤwajar, ㅤyang ㅤsecara ㅤmoral ㅤdapat ㅤditerima 

ㅤatau ㅤdibenarkan ㅤdalam ㅤmasyarakat ㅤyang ㅤnormal. ㅤPelaku ㅤfraud ㅤberusaha ㅤuntuk 
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ㅤmembenarkan ㅤperbuatannya ㅤdengan ㅤberupaya ㅤuntuk ㅤmencari-cari ㅤalasan, ㅤhal ㅤini 

ㅤdilakukan ㅤuntuk ㅤmenenangkan ㅤperasaan ㅤpelaku ㅤsehingga ㅤjika ㅤdilakukan ㅤtidak 

ㅤmenimbulkan ㅤketakutan ㅤdalam ㅤdirinya. ㅤKomitmen ㅤorganisasi ㅤdan ㅤbudaya 

ㅤorganisasi ㅤmerupakan ㅤfaktor ㅤyang ㅤdiduga ㅤsebagai ㅤalasan ㅤpembenaran ㅤatas 

ㅤtindakan ㅤpegawai ㅤmelakukan ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

Komitmen ㅤorganisasi ㅤadalah ㅤkeadaan ㅤindividu ㅤyang ㅤmemihak ㅤpada 

ㅤorganisasi ㅤdan ㅤmempertahankan ㅤhaknya ㅤdalam ㅤorganisasi ㅤ(Robbins, 2008). 

ㅤSemakin ㅤtinggi ㅤkomitmen ㅤpegawai ㅤterhadap ㅤorganisasi ㅤtersebut ㅤmaka ㅤia ㅤtidak 

ㅤakan ㅤmelakukan ㅤsuatu ㅤkecurangan ㅤyang ㅤakan ㅤmemberikan ㅤdampak ㅤburuk ㅤbagi 

ㅤorganisasi ㅤtersebut. ㅤ 

Menurut ㅤRobbins ㅤ(2008) ㅤbudaya ㅤorganisasi ㅤadalah ㅤsistem ㅤyang ㅤdianut 

ㅤoleh ㅤanggota ㅤyang ㅤmembedakan ㅤorganisasi ㅤitu ㅤdengan ㅤyang ㅤlain. ㅤBudaya 

ㅤorganisasi ㅤyang ㅤkuat ㅤakan ㅤmemicu ㅤpegawai ㅤuntuk ㅤberfikir, ㅤberperilaku ㅤdan 

ㅤbersikap ㅤsesuai ㅤdengan ㅤaturan ㅤyang ㅤada ㅤdalam ㅤorganisasi. ㅤSehingga ㅤsemakin 

ㅤkuat ㅤbudaya ㅤorganisasi ㅤmaka ㅤsemakin ㅤsedikit ㅤkecurangan ㅤyang ㅤmungkin ㅤakan 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤkaryawan. 

Beberapa ㅤpeneliti ㅤmenunjukkan ㅤfaktor-faktor ㅤyang ㅤmempengaruhi 

ㅤkecenderungan ㅤkecurangan ㅤ(fraud). ㅤDalam ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤDidi 

ㅤdan ㅤKusuma ㅤ(2018) ㅤmenghasilkan ㅤbahwa ㅤpengendalian ㅤinternal ㅤdan ㅤpenegakan 

ㅤperaturan ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤfraud, ㅤsedangkan ㅤkeadilan ㅤdistributif, 

ㅤkeadilan ㅤprosedural, ㅤkomitmen ㅤorganisasi, ㅤdan ㅤbudaya ㅤorganisasi ㅤtidak ㅤmemiliki 

ㅤpengaruh ㅤterhadap ㅤfraud. ㅤPenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤPristiyanti ㅤ(2012) 

ㅤmenghasilkan ㅤbahwa ㅤkeadilan ㅤdistributif ㅤdan ㅤkeadilan ㅤprosedural ㅤtidak 
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ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤfraud ㅤdi ㅤsektor ㅤpemerintahan, ㅤsementara ㅤsistem 

ㅤpengendalian ㅤinternal, ㅤkepatuhan ㅤpengendalian ㅤinternal, ㅤbudaya ㅤorganisasi, ㅤdan 

ㅤkomitmen ㅤorganisasi ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤfraud ㅤdi ㅤsektor ㅤpemerintahan. 

Sementara ㅤpada ㅤNajahningrum ㅤ(2013) ㅤdalam ㅤpenelitiannya ㅤdi ㅤDinas 

ㅤProvinsi ㅤDIY ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤpenegakan ㅤperaturan, ㅤkeefektifan ㅤpengendalian 

ㅤinternal, ㅤkeadilan ㅤdistributif, ㅤkeadilan ㅤprosedural, ㅤdan ㅤkomitmen ㅤorganisasi 

ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤdi ㅤsektor ㅤpemerintahan, ㅤsedangkan 

ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤdi ㅤsektor 

ㅤpemerintahan, ㅤdan ㅤbudaya ㅤetis ㅤorganisasi ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤdi ㅤsektor ㅤpemerintahan. 

 ㅤPenelitian ㅤini ㅤmerupakan ㅤmodifikasi ㅤdari ㅤpenelitian ㅤDidi ㅤdan ㅤKusuma 

ㅤ(2018). ㅤPenelitian ㅤini ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenelitian-penelitian ㅤdiatas ㅤdengan ㅤdengan 

ㅤmenguji ㅤfaktor-faktor ㅤyang ㅤmempengaruhi ㅤkecurangan ㅤ(fraud) ㅤdengan 

ㅤmenambahkan ㅤvariabel ㅤindependen ㅤyaitu ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤkarena ㅤdidalam 

ㅤpemerintahan ㅤsaat ㅤpenyusunan ㅤanggaran ㅤoleh ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤagen ㅤakan 

ㅤmenyajikan ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤyang ㅤbermanfaat ㅤbagi ㅤprinsipal ㅤdemi ㅤuntuk 

ㅤmemperoleh ㅤkompensasi ㅤyang ㅤtinggi, ㅤmempertahankan ㅤjabatan, ㅤserta ㅤtujuan 

ㅤlainnya. ㅤ 

Obyek ㅤdari ㅤpenelitian ㅤini ㅤadalah ㅤDinas ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah. ㅤAlasan 

ㅤdilakukannya ㅤpenelitian ㅤdi ㅤJawa ㅤTengah ㅤkarena ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah 

ㅤmenduduki ㅤperingkat ㅤkeempat ㅤprovinsi ㅤpaling ㅤbanyak ㅤkepala ㅤdaerahnya ㅤyang 

ㅤterjerat ㅤkorupsi. ㅤSelain ㅤitu, ㅤbelum ㅤadanya ㅤpenelitian ㅤmengenai ㅤkcenderungan 
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ㅤkecurangan ㅤ(fraud) ㅤdi ㅤDinas ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah ㅤsehingga ㅤpenelitian ㅤini ㅤdapat 

ㅤdibandingkan ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤsebelumnya ㅤdengan ㅤobyek ㅤyang ㅤberbeda.  

ㅤBerdasarkan ㅤlatar ㅤbelakang ㅤmasalah ㅤdiatas, ㅤmaka ㅤpeneliti ㅤtertarik ㅤuntuk 

ㅤmelakukan ㅤpenelitian ㅤguna ㅤmengetahui ㅤlebih ㅤdalam ㅤtentang ㅤfaktor-faktor ㅤyang 

ㅤmempengaruhi ㅤterjadinya ㅤkecurangan ㅤ(fraud), ㅤmaka ㅤpeneliti ㅤbermaksud 

ㅤmelakukan ㅤpenelitian ㅤdengan ㅤjudul ㅤ“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keaadaan, fenomena, atau 

konsep yang memerlukan pemecahan atau jawaban melalui suatu penelitian dan 

pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat yang 

relevan. Berdasarakan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan pegawai 

dinas Provinsi Jawa Tengah ?  

2. Bagaimana pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan pegawai 

dinas Provinsi Jawa Tengah ?  

3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah ?  

4. Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecurangan pegawai 

dinas Provinsi Jawa Tengah?  
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5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan pegawai 

dinas Provinsi Jawa Tengah ?  

6. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan pegawai dinas 

Provinsi Jawa Tengah?  

7. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan pegawai 

dinas Provinsi Jawa Tengah?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Bagian tujuan penelitian mengungkapkan hasil penelitian yang ingin 

dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian menjawab masalah penelitian 

yang mencerminkan ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan dan hasil 

yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan prosedural terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

kecurangan pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 

5. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 

7. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan 

pegawai dinas Provinsi Jawa Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian bagi khasanah ilmu 

pengetahuan, maupun penyelesaian masalah secara operasional dan 

kebijakan.Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan 

kecurangan (fraud). 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang 

akuntansi. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Pemerintah Jawa Tengah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukkan dalam usaha guna menekan terjadinya kecurangan 

(fraud) di sektor pemerintah. 

b) Bagi pembaca, dapat menjadi salah satu informasi tambahan dan 

referensi penelitian dalam bidang yang terkait serta dapat memberikan 

informasi bagi pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini. 
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c) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

sumber referensi dan perbaikan dalam penelitian yang selanjutnya 

dimasa mendatang. 

 


